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ABSTRAK 

 

Ihqral Fatihah (2023): Peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut                 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam 

Menanggulangi Kasus Perjudian Online 

Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah 

 

Perjudian online sudah dalam tahap yang menghawatirkan. Perkembangan 

perjudian online semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian perbuatan terlarang dan dapat 

dikenakan sanksi, namun kenyataan tindak pidana ini sangat sulit dibrtantas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Kepulauan Meranti 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus 

perjudian online. 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan 

pendekatan penelitian efektivitas hukum. Dengan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, studi pustaka. Data primer di polres kepulauan meranti dan 

data skunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, analisis data, 

teknik, serta data tesier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. 

Penanggulangan kasus perjudian online yang terjadi di Kepulauan  Meranti 

sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan berbagai tindakan-

tindakan yaitu tindakan prefentif, penyuluhan dan patroli. Tindakan represif, 

penyergapan. Tindakan kuratif / pemberian sanksi, pasal 303 bis ayat (2) KUHP. 

Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini tidak lain adalah untuk 

penegakan hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada di dalam 

masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Kepulauan Meranti dalam 

menanggulangi perjudian online sudah benar, karena lembaga yang berwenang 

dalam penegakan hukum di Indonesia adalah lembaga Kepolisian. Tindakan yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian ini adalah dalam rangka mewujudkan maqashid 

aly-Syariah dalam Islam agar harta kita didapat dengan cara yang baik, dan 

diklola dengan cara yang baik pula. Untuk itu peran Kepolisian dituntut dalam hal 

ini. 

 

 

Kata Kunci : Peran, Polisi Kepulauan Meranti, Perjudian Online  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjudian sudah dalam tahap yang menghawatirkan. Perkembangan 

perjudian semakin cepat dan bervariasi sejalan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Meskipun tindak pidana perjudian perbuatan terlarang dan dapat 

dikenakan sanksi, namun kenyataan tindak pidana ini sangat sulit diberantas. Hal 

ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat 

dan mudah. Sampai saat ini, sebagian orang masih tidak bisa lepas dari permainan 

judi. Mereka masih menggemari perjudian sebagai permainan yang dipilih.
1
   

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia baik 

hubungan nya kepada Allah maupun sesama manusia agar terciptanya hubungan 

yang baik, aman, tentram dan lain sebagainya, maka dalam hukum Islam terdapat 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur mana perbuatan-perbuatan 

yang dilarang dan mana perbuatan- perbuatan yang di perintahkan. Adapun suatu 

bentuk perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam adalah perjudian secara 

umum, apapun bentuk perjudian nya semuanya dilarang tanpa terkecuali.
2
 

Judi dalam hukum  Islam termasuk tindak pidana yang dibahas dalam Fiqih 

Jinayah. Dalam Fiqih Jinayah, judi adalah perbuatan jinayah atau jarimah yang 

dilarang oleh syara‟ yang masuk kedalam jinayah ta’zir. Hukuman ta’zir adalah 

hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan hadist yang berkaitan dengan 

                                                 
1
Umi Sarah Dhiba, “Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Terlibat Kasus 

Perjudian”,Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2012, h.1 
2
 Kasmir, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.Ke- 2, h.5 



2 

 

 

 

kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk 

memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi 

kejahatan serupa dan mendapat sanksi ta’zir, yaitu jumlah sanksi yang diberikan 

terhadap pelaku pidana yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah.
3
 

Akibat dari perjudian ini bisa menimbulkan bermacam-macam kejahatan 

baik kepada yang melakukan judi itu sendiri maupun kepada orang lain, seperti 

membunuh diri sendiri karena kalah, lalai mengingat Allah, membunuh orang 

lain, merampok, mencuri, dan sebagainya. Maka dari itu perbuatan judi termasuk 

induk dari kejahatan, perbuatan syaitan dan hukum nya adalah haram. Untuk itu 

harus dijauhi oleh siapapun.
4
 

Larangan tentang perjudian ini terdapat dalam firman Allah swt Q.S Al-

Maidah [5] ayat 90: 

 ِۡ ٍِّ ٌُ سِجۡظٞ 
ٱلۡۡصَۡىََٰ َٗ ٱلَّۡۡصَابُ  َٗ غِشُ  ۡٞ ََ ٱىۡ َٗ شُ  َۡ ا ٱىۡخَ ََ اْ إَِّّ َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ ءَا اَ ٱىَّزِٝ أَُّٖٝ

َٰٓ ََٰٝ

  َُ ٌۡ حفُۡيحُِ٘ ِِ فٱَجۡخَْبُُِ٘ٓ ىعََيَّنُ
طََٰ ۡٞ وِ ٱىشَّ ََ  عَ

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan”. (QS.Al-Maidah [5] : 90).
5
 

 

Pemberantasan perjudian dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar, bahwa  

arti amar adalah memerintah. Ma’ruf artinya adalah kebijakan. Nahi artinya 

melarang atau mencegah. Munkar artinya keji atau munkar. Pada prinsipnya 

adalah tanggung jawab sesama manusia namun karena kita hidup dalam suatu 

                                                 
3
 Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996),Cet. Ke-1 h. 297. 
4
 Masjfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), (Jakarta: Pt Gunung 

Agung, 1996), Cet. Ke-9, h. 146. 
5
 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahan 30 Jus (Solo: Qomari 

Prima Pubisther, 2007), h. 97. 
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negara yang mempunyai seorang pemimpin dan mempunyai aturan tertentu, kita 

serahkan kepada pemimpin yang mempunyai hak dan kewenangan serta tanggung 

jawab dalam hal ini, agar terciptanya kestabilan hidup berbangsa dan bernegara.
6
 

Kepolisian merupakan salah satu aparatur negara tempat pengaduan 

masyarakat terhadap segala bentuk peristiwa maupun permasalahan yang ada 

disekitar lingkungan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara terhadap sesuatu yang mereka lihat tidak sesuai dengan norma-norma 

yang ada.
7
 Dalam kehidupan berkewarganegaraan yang baik, setiap warganegara 

harus taat dan patuh terhadap ketentuan Perundang-undangan dan hukum yang 

berlaku sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
8
 Salah satu 

bentuk perilaku warga negara terhadap penyimpangan yang ada adalah prilaku 

berjudi online yang banyak merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat 

serta dapat merusak moral generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
9
 

Kepolisian berkewajiban mengayomi dalam membela bangsa dan negara, 

baik dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam bangsa itu sendiri. Perjudian 

online yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu ancaman untuk 

negara yang berasal dari dalam, karena dapat merusak akhlak generasi  mudanya, 

terjerumus kedalam perbuatan yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara, untuk itu sebagai generasi penerus bangsa warga negara harus menjaga 

                                                 
6
 Abul A‟la Almaududi, “Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi 

Analisis Komparasi Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana Perjudian)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. 2-3. 
7
 Samuel. P. Huntington, Partisipasi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 1975),Cet, Ke-1 h. 78 

8
 Kansil, C.S.T, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tnggi, (Jakarta : Pradnya 

Pramita, 2003), Cet, Ke-2  h. 76. 
9
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.Ke-2, h. 93. 
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segala bentuk ancaman yang  ada baik dari luar maupun dari dalam bangsa 

sendiri.
10

 

Kewajiban, kewenangan serta tugas pokok Kepolisian sudah diatur dalam 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam pasal ini disebutkan tugas 

pokoknya adalah :  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyaerakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Tugas pokok kepolisian yang di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di rinci dalam Pasal 14, terdiri dari: 

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

terhadap Hukum, peraturan dan perundang-undangan 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

6. Melakukan kordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap 

Kepolisian khusus, menyidik pengawal negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa
11

 

                                                 
10

 Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu ?, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al- 

Qur‟an (IIQ), 1987), h. 24 
11

 Fauzi Indra Undang-Undang Peraturan Tentang Kepolisian Negara Repubik Indonesia 

(Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008) Cet, ke-2 h. 213. 
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Sehubungan dengan tugas pokok Kepolisian ini maka seorang Polisi harus 

berperan untuk mengatasi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat seperti 

kasus perjudian online yang ada di Kepulauan Meranti.
12

 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di kota Selatpanjang yang 

merupakan ibukota Kepulauan Meranti, bahwa kenyataan yang terjadi dan 

berkembang dalam masyarakat banyak terjadi perjudian online. Pada umumnya 

masyarakat melakukan perjudian online hanya duduk-duduk di kedai kopi sambil 

bercerita dengan teman nya. Adapun bentuk perjudian online yang dimainkan 

oleh masyarakat adalah poker online, play bola, higgs domino island dan lain 

sebagainya. Seluruh aplikasi ini dengan mudah didapati melalui handphone dan 

android mereka masing-masing. Peran dari Kepolisian sangat diharapkan supaya 

masyarakat menyadari bahwa perjudian online itu dilarang dan sangat 

membahayakan bagi kehidupan masyarakat.
13

 

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka peneliti tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul : Peran Kepolisian Kepulauan Meranti 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Menanggulangi 

Kasus Perjudian Online Berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah. 

 

B. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah 

yang akan diteliti adalah peran Kepolisian Kepulauan Meranti menurut Undang-

                                                 
12

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 359 
13

 Ferdiansyah, “Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk terhadap Pelanggaran 

Qanun Dibidang Syariat Islam Diwilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam”, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008. 
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Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus pejudian online 

berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

memberikan perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian 

online? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepolisian Kepulauan 

Meranti dalam menanggulangi perjudian online? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Kepulauan Meranti dalam 

menanggulangi kasus perjudian online  

2. Untuk mengeatahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran Kepolisian 

Kepulauan Meranti dalam menanggulangi kasus perjudian online 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengebangakan 

wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis 

peroleh selama di perkuliahan. 

b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan 

dan pertimbangan dalam menegakkan serta menerapkan aturan hukum 

terhadap pelaku perjudian serta upaya-upaya penanggulangannya 
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c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana 

hukum syari‟ah pada fakultas syari‟ah dan hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

Demi terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka 

penulis skripsi ini penulis bagikan dalam lima Bab terdiri dari beberapa pasal 

yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penuisan. 

BAB II : Kajian pustaka, yang meliputi tinjauan umum tentang peran, 

tinjauan umum tentang kepolisian menurut Undang-Undang No 

2 Tahun 2002, tinjauan umum tentang perjudian online, tinjauan 

umum tentang fiqih siyasah dan penelitian terdahulu. 

BAB III : Metode penelitian, BAB ini menjelaskan tentang jenis dan sifat 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, 

analisis data, dan metode penulisan 

BAB IV : Hasil penelitian, BAB ini menjelaskan gambaran umum lokasi 

penelitian, menguraikan peran Kepolisian Kepulauan Meranti  

dalam menanggulangi perjudian online, dan tinjauan Fiqih 

Siyasah dusturiyah terhadap peran Kepolisian Kepulauan 

Meranti dalam menanggulangi perjudian online. 

BAB V : Kesimpulan dan saran, yang meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

DOKUMENTASI 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 DALAM 

MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN ONLINE  

 

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan 

Peranan berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan adalah bagian dari 

tugas utama yang harus dilaksanakan.
14

 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki sebut “role” yang difinisinya adalah “person’s task or duty in 

undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban sesorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan”. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan 

tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu pristiwa.
15

 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.Sedangkan 

status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiiki seseorang apabila  

                                                 
14

 Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007), Cet, Ke-1 h. 845 
15

 Torang Syamsir, Organisasi dan Manajemen (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan 

Organisasi),  (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet, Ke-1 h. 86 
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seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukanya, 

maka ia menjalankan suatu fungsi.
16

 

Dari definisi tersebut diatas maka penulis menyimpulkan yang dimaksud 

dengan  peran Kepolisian harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukanya, maka ia harus menjalankan suatu peran dalam melakukan tugas 

pokok dan fugsinya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

terhadap masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum terhadap masyarakat. 

C. Tinjauan Umum Kepolisian Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 

1. Pengertian Kepolisian 

Jauh sebelum istilah Polisi lahir sebagai organ, kata Polisi telah dikenal 

dalam bahasa yunani, yakni politeia. Kata politeia digunakan sebagai title buku 

pertama Plato, yakni Politeia yang mengandung makna “suatu negara yang 

ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang rakus dan jahat, 

tempat keadilan dijunjung tinggi”.
17

 Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, 

yaitu negara polisi (Polizeistaat) yang artinya “negara yang menyelenggarakan 

keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini 

dijalankan secara apsolut”.
18

 Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni 

sicherheit poizei yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan 

verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang berfungsi sebagai penyelenggara 

semua kebutuhan hidup warganegara.
19

 

                                                 
16

 Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Asara, 2002), Cet, Ke-1 h. 12 
17

 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Surabaya : Laksbang, 2009), Cet, Ke-1 h.56 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian  yang berbeda. Polisi 

adalah “sebagai organ atau lembaga pemerintah yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat”.
20

 

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Kepolisian adalah segala hal 

ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan‟. 

Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut mengandung dua pengertian, 

yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Jika mencermati pengertian fungsi 

Polisi sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang 

Kepolisian tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang di 

tetapkan sebagai suatu lembaga dan di berikan kewenangan menjalankan 

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

                                                 
20

 Ibid, h. 5 
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2. Tugas dan Wewenang Kepolisian  

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. Tugas pokok Polri yang di maksud kalasifikasikan menjadi tiga 

yakni : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b. Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat.
21

 

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat tersebut di capai melalui tugas preventif dan represif. Tugas di 

bidang preventif di laksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam 

wujud pemberian pengayoman, perindungan, dan pelayanan kepada 

masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu 

segala aktifitas nya. Oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah 

bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi  

kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan 

penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-

Undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan 

atau penegakan hukum, yang di bebankan kepada petugas Kepolisian. 
22

 

Tugas pokok Kepolisian yang di maksud dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di rinci dalam Pasal 14, terdiri dari: 

                                                 
21

 Hr Ridwan, Hukum Adminitrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Cet, Ke-1 h. 101 
22

 Ibid, h. 102 
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1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan 

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan 

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan 

4. Turut serta pebinaan hukum nasional 

5. Memeihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negara sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan suakarsa 

7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya 

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepoisian, 

laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas 

Kepolisian 

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.  

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di 

tangani instansi atau pihak yang berwenang 
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11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan nya 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23

 

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal 

dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan 

Kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai 

dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Repubik Indonesia, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan 

prinsip dan wewenang Kepolisian.
24

 

Secara teoritik, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan diperoleh tiga cara, yaitu : 

1) Atributi atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat 

Undang-Undang kepada organ pemerintah 

2) Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 

3) Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas namanya.
25

 

Wewenang Kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan 

khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repubik Indonesia, meliputi: 

 

 

                                                 
23

 Ibid, h. 103 
24

 Ibid 
25

 Ibid h. 104 
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1) Menerima laporan/pengaduan 

2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

menggangu ketertiban umum 

3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat 

4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan pemecahan atau ancaman 

persatuan dan kesatuan bangsa 

5) Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif Kepolisian 

6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

Kepolisian dalam rangka pencegahan  

7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta emota memotret seseorang  

9) Mencari keterangan dan barang bukti 

10) Menyelenggarakan pusat inforasi Kriminal Nasional 

11) Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang di perlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat 

12) Memberikan bantuan pelayanan dalam sidang dan plaksanaan putusan 

pengadian, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat 

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
26

 

Menurut Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Kepolisian Republik 

Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah 

mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud 

                                                 
26

 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 
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dengan penyakit masyarakat di sini adalah antara lain pengemisan dan 

gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, 

pemabukan perdaganggan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan 

pungutan liar.
27

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah 

dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit 

masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu penertiban masyarakat. 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga 

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak 

asasi manusia.
28

 

D. Tujuan Umum Tetang Perjudian Online 

1. Pengertian 

Perjudian adalah “pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan 

suatu nilai atau suatu yang di anggap bernilai dengan menyadari  adanya resiko 

dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, 

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti 

hasilnya”.
29

 

Pengertian judi yang dalam bahasa syar’i disebut maysir yakni transaksi 

yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang 

menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan 

transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Judi dinilai sebagai 

                                                 
27 Ibid 
28 Ibid 
29

 Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 58 
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keburukan dan mempunyai dampak dosa besar, karena itu Allah 

mengharamkan perilaku ini. Allah berfirman dalam (QS. Al-Maidah [5] : 90). 

ايَُّهَا ٰٓ ا الَّذِيْنََ ي  مَنُوْٰٓ  رِجْسَ  وَالْْزَْلَْمَُ وَالْْنَْصَابَُ وَالْمَيْسِرَُ الْخَمْرَُ اِنَّمَا ا 

نَْ نَِ عَمَلَِ مِّ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُ  تُفْلِحُو لعََلَّكُمَْ فَاجْتَنِبُوْهُ الشَّيْط   

 

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan panah, 

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan(QS.Al-Maidah 

[5] : 90)” 

 

Menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang di katakan main judi adalah 

“tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada 

umum nya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau 

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. 

Termasuk permainan judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lain, yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berloba atau 

bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”.
30

 

Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur 

dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “setiap orang 

degan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan perjudian”.
31

 

 

 

                                                 
30

 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Poitea: Bogor), Cet, Ke-1 h. 192 
31

 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, No 19 Tahun 2016  
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2. Tentang Permainan Judi Online 

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada 

unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang 

membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang 

digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, 

sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, 

kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi 

online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online 

juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para 

penyedia perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya. Banyak 

terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam 

model permainan judi di dalam nya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, 

Bwin.com, dan lain sebagainya.
32

 

Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan 

dipertaruhkan dalam permainan judi online berbeda dengan permainan judi 

secara manual. Dalam permainan judi online pelaku terlebih dahulu harus 

melakukan transfer uang yang akan dipertaruhkan melalui rekening bank  yang 

telah ditentukan oleh pihak penyedia jasa judi online dengan minimal uang 

yang telah ditentukan. Sebelum melakukan transfer uang terlebih dahulu harus 

memberitahukan kepada master agen yakni pihak yang menerima uang transfer 

taruhan dengan terlebih dahulu login atau masuk kedalam situs master agen 

dengan memasukkan user name dan pasword pribadi yang mereka miliki. 

                                                 
32

 Asriadi, Jurnal Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk Annas 

Mandai Maros Kabupaten Maros), Artikel Dari, http://eprints.unm.ac.id. diakses Pada 8 Agustus 

2023 

http://eprints.unm.ac.id/
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Barulah setelah itu mereka dapat melakukan transfer uang taruhan kepada 

pihak penyedia jasa judi online yang kemudian uang tersebut akan masuk ke 

dalam akun judi pribadi dan dapat digunakan untuk memasang taruhan dalam 

permainan judi online tersebut.
33

 

3. Unsur-Unsur Perjudian 

a. Permainan/perlombaan 

Perbuatan yang di lakukan biasanya berbentuk permainan atau 

perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau 

kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati.  

b. Adanya untung-untungan 

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih 

banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebutuhan atau untung-

untungan atau faktor kemenangan yang di peroleh dikenakan kebiasaan atau 

kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih. 

c. Adanya taruhan 

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh 

para pihak pemain atau bandar baik dalam bentuk uang ataupun harta benda 

lainnya.
34

 

4. Dasar Hukum Larangan Perjudian 

Judi dilarang dalam Undang-Undang pidana dan agama Melalui Pasal 

303 dan Pasal 303 Bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 

                                                 
33

 Ibid 
34

 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.Cet. Ke-I h.1 
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Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian 

tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:. 

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP diperberat menjadi 

pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 

sebanyakbanyaknya dua puluh lima juta rupiah. 

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan 

menjadi Pasal 303 Bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat 

yaitu: Ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat Tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi 

pidana penjara selama-lamanya enam Tahun atau denda sebanyak-

banyaknya lima belas juta rupiah.
35

 

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti 

berikut: 

Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP 

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh Tahun atau 

pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 

mendapat izin: 

a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan 

sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu 

b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam 

                                                 
35

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 

1992), Cet. Ke-1 h. 119. 
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kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan 

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara
36

 

c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 

Pasal 303 KUHP Ayat (2) kalau yang bersalah melakukan 

kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat 

dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
37

 

Pasal 303 KUHP Ayat (3) Yang disebut dengan permainan judi 

adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan 

mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena 

pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. disitu masuk segala 

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya 

yang tidak diadakan antaramereka yang ikut berlomba atau bermain, 

demikian juga segala pertaruhan lainnya.
38

 

Selain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, adapun pasal lain yang 

mengatur hal serupa adalah Pasal 303 Bis KUHP. Isi pasal tersebut di 

antaranya: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana 

denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 

1. Pasal 303 Bis Ayat (1) 

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan 

dengan melanggar ketentuan Pasal 303. 

                                                 
36

 Ibid, h. 120 
37

 Abdulsyani. 1987, Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remadja Karya, Cet. Ke-I,  h. 193 
38

 Kartini Kartono, Op,Cit. 1981 h. 52 
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b. barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan 

umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada 

ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk 

mengadakan perjudian itu.
39

 

2. Pasal 303 Bis Ayat (2) 

a. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada 

pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran 

ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam Tahun atau 

pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. 

Dasar hukum judi online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang 

ITE yang berbunyi, “setiap orang degan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya 

informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.
40

 

5. Dalam Islam Larangan Perjudian 

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat 

yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada 

manfaatnya. Islam secara tegas telah mengatur bahwa judi dalam bentuk 

apapun, hukumnya haram. Tidak terkecuali judi online. Islam memandang 

bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau 

ditinggalkan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur‟an sebagai berikut: 
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1. al-Qur‟an 

1. QS. al- Baqarah [2] : 219 

 ِِ آَٰ أمَۡبشَُ ٝغَۡيُّ٘لََ عَ ََ ُٖ َُ إثِۡ َٗ فِعُ ىيَِّْاطِ  ََْٰ ٍَ َٗ ٌٞ مَبِٞشٞ  آَٰ إِثۡ ََ ِٖ غِشِِۖ قوُۡ فِٞ ۡٞ ََ ٱىۡ َٗ شِ  َۡ ٱىۡخَ

 ٌۡ جِ ىعََيَّنُ ٌُ ٱلَََٰٰۡۡٓٝ ُ ىنَُ ُِ ٱللََّّ ىلَِ ٝبَُِّٞ
َ٘ۗ مَزََٰ َُِۖ قوُِ ٱىۡعَفۡ ارَا ُْٝفقُِ٘ ٍَ ٝغَۡيُّ٘لََ  َٗ اۗ  ََ ِٖ ِ َّّفۡعِ ٍِ

 َُ    حخَفَنََّشُٗ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. 

Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari 

manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa 

yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa 

yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat 

nya kepadamu agar kamu memikirkan," (QS. Al-Baqarah [2] : 

219).
41

 

 

Dalam ayat ini al-Maysir digolongkan sebagai salah satu dosa besar (itsm 

kabir) dan setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lainnya dalam 

surat al-Maidah menjelaskan bahwa al-Maysir adalah perbuatan kotor yang 

hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti 

permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat Allah SWT dan 

ibadah shalat.
42

 

2. QS. al-Maidah [5] : 90 

وِ ٛ ََ ِۡ عَ ٍِّ ٌُ سِجۡظٞ 
ٱلۡۡصَۡىََٰ َٗ ٱلَّۡۡصَابُ  َٗ غِشُ  ۡٞ ََ ٱىۡ َٗ شُ  َۡ ا ٱىۡخَ ََ َّ اْ إِّ َٰ٘ٓ ُْ ٍَ َِ ءَا اَ ٱىَّزِٝ أَُّٖٝ

  َُ ٌۡ حفُۡيحُِ٘ ِِ فٱَجۡخَْبُُِ٘ٓ ىعََيَّنُ
طََٰ ۡٞ  ٱىشَّ

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

Khamar, berjudi, (berkorban untuk) barhala, mengundi nasip 

dengan panah, adalah perbuatan keji adalah termasuk perbuatan 

setan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan”(QS. Al-Maidah [5] : 90).
43
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3. QS. al-Maidah [5] : 91 

ٌۡ إ مُ ٝصَُذَّ َٗ غِشِ  ۡٞ ََ ٱىۡ َٗ شِ  َۡ ٱىۡبغَۡضَآَٰءَ فِٜ ٱىۡخَ َٗ ةَ  َٗ ٌُ ٱىۡعَذََٰ ْنَُ ۡٞ ُِ أَُ ُٝ٘قِعَ بَ
طََٰ ۡٞ ا ٝشُِٝذُ ٱىشَّ ََ َّّ

  َُ ْخَُٖ٘ ٍُّ ةِِۖ فَٖوَۡ أَّخٌُ  َٰ٘ يَ ِِ ٱىصَّ عَ َٗ  ِ  عَِ رِمۡشِ ٱللََّّ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksut hendak menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat 

Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu)”(QS. Al-Maidah [5] : 91).
44

 

Menurut al-Qurtuby surat al-Baqarah merupakan tahap awal pelarangan 

al-Maysir sebagai dosa besar dan mengandung beberapa manfaat bagi manusia. 

Sedangkan jumruh ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali 

berpendapat bahwa unsur penting dari al-maysir itu adalah taruhan. Dalam 

pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan ilat (sebab) bagi 

pengharaman al-Maysir sebagai dosa besar yang mengandung beberapa 

manfaat bagi manusia.
45

 

Judi dalam pandangan fiqih disebut maysir, maysir samahalnya dengan 

khamar,keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur‟an. 

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan 

dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang 

perjudian dirangkai dengan khamar berdasarkan hal yang di Haryanto, maksud 

cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang 

konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana 

khamar.
46
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2. Hadist Rasulallah Saw 

Hadist Rasulullah Saw Hadist Nabi Muhammad saw, yang terkait 

dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadist dari 

Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut : 

 ِٔ ْٞ ِ صَيَّٚ اللَُّ عَيَ ُْْٔ، قاَهَ: قاَهَ سَعُ٘هُ اللََّّ ُ عَ َٜ اللََّّ ْٝشَةَ سَضِ ِْ أبَِٜ ٕشَُ عَ

عَ  َٗ : ٌَ يَّ ”  ِْ ٍَ َٗ  ،ُ ٙ، فيَْٞقَوُْ: لاَ إِىََٔ إلِاَّ اللََّّ اىعُضَّ َٗ ثِ  اىلََّّ َٗ  :ِٔ ِْ حَيفََ فقَاَهَ فِٜ حَيفِِ ٍَ

قْ                                          شْكَ، فيَْٞخَصََذَّ ٍِ ِٔ: حعََاهَ أقُاَ        قاَهَ ىِصَاحِبِ

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh 

Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah 

dengan mengatakan „Demi Latta dan „Uzza, hendaklah dia berkata, 

„Lâ ilâha illa Allâh‟. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 

„Mari aku ajak kamu berjudi‟, hendaklah dia bershadaqah!”. (HR. 

Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647).
47

 

menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: Nailathul Authar, menyatakan 

bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu, menunjukan dilarangnya bermain 

judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tembusan untuk suatu 

perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-

kata khomar atau maysir, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan 

orang-orang arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung 

rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.
48

 

Khamar dan maysir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam 

al-Qur‟an. Dihubungkannya lafas khamar dan maysir, karena bahayanya 
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hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. 

Pecandu minuman keras (khamar) hampir sama dengan pecandu judi (maysir), 

kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-

kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia. 

6. Perjudian Sebagai Tindak Pidana Dalam Islam 

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan 

dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang 

perjudian dirangkaikan dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud, cukup 

beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi 

atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.
49

 

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah 

bentuk jarimah taʼzir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimal ta'zir sebab 

setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi 

had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan 

maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. 

Tindak pidana taʼzir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah 

hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang masuk dalam 

jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa taʼzir. Tindak 

pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Tindak pidana taʼzir yang asli (pokok), yakni setiap tindak pidana yang 

tidak termasuk dalam kategori tindak pidana hudud, qishash, dan diyat  
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2. Tindak pidana hudud yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang 

ditentukan, yakni tindak pidana hudud yang tidak sempurna dan yang 

hukuman hadnya terhindar dan dihapuskan. 

3. Tindak pidana qishash dan diyat yang tidak diancamkan hukuman yang 

ditentukan, yaitu tindak-tindak pidana yang tidak dikenai qishash dan 

diyat.
50

 

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim diberi kewenangan, sesuai dengan 

macam tindak pidana ta’zir serta keadaan pelaku. Singkatnya hukum pidana ta’zir 

tidak memiliki batas hukuman tertentu, namun hukuman yang dijatuhkan oleh 

hakim haruslah sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak 

boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum 

Islam. Para ulama fuqaha sepakat bahwa bentuk hukuman jarimah ta’zir tidak 

boleh menyamai hukum hudud dan diyat.
51

 

Adapun bentuk-bentuk hukuman ta’zir sebagai berikut : 

1. Hukuman mati  

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukum ta'zir adalah untuk 

memberikan pengajaran (Al-ta'dib) dan tidak sampai membinasakan, oleh 

karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh pemotongan anggota badan atau 

penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu 

pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya 
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hukuman tersebut jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika 

pemberantasan kejahatan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan 

membunuhnya; seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang 

berbahaya.
52

 Mengenai alat yang digunakan untuk melakukan eksekusi 

sebagian ulama fuqaha sepakat menggunakan pedang.
53

 dengan alasan  pedang 

tidak menganiaya terhukum dikarenakan kematian menggunakan pedang 

dinilai sebagai kematian paling cepat dibanding menggunakan alat lain seperti 

kursi listrik. 

2. Hukuman cambuk  

Hukuman cambuk dinilai cukup efektif dalam menjerakan pelaku 

jarimah ta’zir, hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi 

pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan qadzf. Alat yang digunakan untuk 

hukuman cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 

Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah 

pertengahan.
54

 

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman cambuk masih 

diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, cambuk sebagai taʼzir 

harus dicambukkan lebih keras daripada cambuk dalam had agar dengan taʼzir 

orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih 

sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras 
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cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi ulama selain Hanafiyah 

menyamakan sifat cambuk dalam taʼzir dengan sifat cambuk dalam hudud. 

Ta'zir untuk tindak kejahatan seksual adalah dicambak kurang dari 100 kali, 

untuk tindak kejahatan fitnah adalah dicambuk kurang dari 80 kali, atau 

hukuman lain yang setara dengan itu. Ta'zir untuk tindak pencurian dalam 

jumlah kecil dikenai hukuman yang setara dengan tahanan. Ta'zir untuk 

peminum-minuman khamr adalah di bawah 40 kali cambuk atau yang setara.
55

 

3. Hukum penjara  

 Dalam hukum umum Islam, hukum penjara dibagi menjadi dua bagian 

yakni hukum penjara terbatas dan tidak terbatas : 

a. Penjara terbatas 

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama 

waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan 

untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar 

kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa 

uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci 

mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan 

saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak 

ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi 

untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat 
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yang dinukil dari Abdullah Az-Zubairi adalah ditetapkannya masa hukuman 

penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
56

 

b. Hukuman penjara tidak terbatas 

Hukum penjara tidak terbatas tidak berlaku dalam segi waktu 

dikarenakan hukuman berlangsung tanpa batas, artinya sampai orang yang 

terhukum meninggal dunia ataupun bertaubat. Hukuma seumur hidup ini 

dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang berbahaya, 

misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh pihak 

ketiga, orang yang dituduh mencuri, penyihir, homo seksual, dan pencuri 

yang melakukan pencurian untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu 

Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam lain.
57

 

4. Hukuman pengasingan  

 Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan 

untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman 

pengasingan itu merupakan hukuman had, namun di dalam praktiknya, 

hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman taʼzir. Di antara 

jarimah taʼzir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang 

yang berprilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi 

dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini 

dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada 

orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk 

menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. 

                                                 
56

 Burhan Asofa. 2002. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta h. 174 
57

 Ahmad Wardhi Muclish, Op,Cit ,h. 262-263 



30 

 

 

 

5. Hukuman denda (al- gharamah) 

 Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri 

dan dapat digabung dengan hukuman pokok lain nya. Penjatuhan hukuman 

denda bersama-sama dengan hukuman lain bukan merupakan hal yang 

dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta’zir, karena 

hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini, dalam hal ini hakim dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, 

pelaku, situasi,kondisi, maupun waktu dan tempatnya.
58

 

Didalam hukum Islam juga terdapat sanksi pidana dalam perjudian, namun 

perlu diketahui bahwa sanksi pidana dalam perjudian bukan merupakan tindak 

pidana had/qishash, melainkan tindak pidana jarimah ta’zir, yang ukuran sanksi 

nya ditentukan berdasarkan ijtihad, ulil amri maupun hakim. Sanksi hukum bagi 

pelaku perjudian apabila dilihat dari segi adil dan tidaknya atau segi maslahatnya 

maka bisa dikaji dari pidana penjara maksimalnya 10 Tahun dan denda 25 juta 

dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan memang hukuman tersebut 

untuk mendidik dan membuat jera bagi pelakunya. 

Hukum yang ditetapkan oleh negara harus dipatuhi, berjalannya hukum 

secara baik menjadi perasyarat bagi tercapainya ketertiban dan keadilan di 

masyarakat. Demikian pula hukum agama yang diwahyukan Allah bagi umat agar 

dipatuhi oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. 
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Kemaslahatan yang dicapai dalam hukum agama bukan untuk kepentingan Allah 

sebagai pencipta hukum, tetapi untuk kepentingan umat itu sendiri.
59

 

Dari pemahaman perjudian diatas Sehingga dapat disimpulkan, bahwa 

syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (jarimah) yang tidak 

dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadits dengan ta'zir. Tindak pidana perjudian 

dalam hukum pidana Islam termasuk ta'zir, yang mana ta'zir merupakan sesuatu 

kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah). dalam hal ini hakimlah yang menentukan 

sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Islam juga melimpahkan hak kepada Ulil 

al-Amri yang bertugas memelihara kepentingan masyarakat untuk menggunakan 

tindak kekerasan ataupun kekuatannya terhadap orang-orang yang tidak mau 

tunduk dan patuh kepada syari'at Islam untuk mematuhi hukum Allah.
60

 

7. Akibat-Akibat Perjudian 

Akibat dari kebiasaan berjudi apapun bentuk perjudiannya ceroboh, 

malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko tanpa pertibangan. 

Ekses lebih lanjut antara lain: 

a. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu 

judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek. 

b. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu di goda oleh harapan-harapan 

menentu. 

c. Pekerjaan jadi terantar, karena segenap minatnya tercurah kepada 

keasyikan berjudi.  
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d. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurangnya iman kepada tuhan, 

sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila. Lalai beribadah kepada 

Allah 

e. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi 

sangat labil. 

f. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna “mencari 

modal” untuk pemuas nafsu judinya yang tak terkendalikan itu. Orang 

mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, 

menodong, merapompok, memperkosa dan membunuh untuk 

mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Sebagai akibatnya, angka 

kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah 

pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman. Dan tentunya masih banyak 

lagi akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebiasaan berjudi itu sendiri.
61

 

    Banyak negara melarang perjudian dengan memberikan sanksi keras, 

disebabkan oleh pengaruh buruk yang di tibulkan oleh perjudian itu sendiri, di  

antaranya berupa: 

a. Kriminalitas 

b. Alkoholisme 

c. Kecanduan bahan narkotik. 

d. Prostitusi atau pelacuran.
62
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8. Cara Menghindari Perilaku Perjudian 

a. Senantiasa beramal ma’ruf nahi mungkar disetiap saat 

b. Pemerintah hedaknnya memberikan sosialisasi dengan jelas tentang 

larangan judi dan menindak secara tegas para pelaku judi 

c. Setiap pelaku perujudian harus sadar atas perbuatan dengan segera 

bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal  

d. Berusaha mencari rizki yang halal 

e. Senantiasa beristigfar dan memohon ampunan serta perlindungan dari 

Allah agar tidak terjerumus kedalam perjudian  

f. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istikamah baik 

terhadap keluarga, lingkungan dan kepada Allah.
63

 

9. Hikmah Larangan Perilaku Perjudian 

a. Orang-orang akan dapat istikamah dalam menjalankan tanggung jawab 

yang di emban dalam kaitannya dengan Allah ataupun sesamanya 

b. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan 

didunia 

c. Menyebabkan orang konsisten menjalankan kewajibannya, terhadap diri 

orang lain dan Allah swt 

d. Menjadikan orang tekun dan bersemangat untuk terus berusaha sesuai 

degan kebearannya 

e. Meninggalkan perbuatan perjudian menjadi motifasi untuk mengamalkan 

agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa 
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f. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama
64

 

g. Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan sebab meninggalkan 

perbuatan perjudian dapat meningkatkan kepemilikan harta benda dan 

menjaga diri dengan baik. 

E. Tinjauan Umum Tentang Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

 Secara etimologi (bahasa) Fiqih adalah pemahaman. Sedangkan Fiqih 

secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai 

amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni 

hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.
65

 Jadi Fiqih 

adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan 

assunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. 

Kata Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab 

berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi Siyasah menurut bahasa 

mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara 

terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siyasah 

adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan.
66

  

Seluruh aturan dan kebijakan yang terlahir dari Fiqih Siyasah harus 

berorientasi pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rosulnya. 
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Siyasah Islamiyah adalah Siyasah (politik) yang berbasis maslahah yakni 

Siyasah yang lahir dari al-Qur‟an dan hadist Nabi bukan Siyasah yang lahir 

dari kepentingan individu atau golongan tertentu.
67

  

Berdasarkan pengertian diatas Fiqih Siyasah adalah ilmu yang 

mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara 

melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.. 

2. Objek dan Kajian Fiqih Siyasah 

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan objek dan 

kajian Fiqih Siyasah, diantaranya ialah: 

a) Siyasah Dusturiyyah  

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain tentang 

konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negar dan sejarah lainnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di 

samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam 

Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 

serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
68

 

b) Siyasah Maliyyah  

Siyasah Maliyyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan 

pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa 

menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakan nya. Di dalam Fiqih 
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Siyasah Maliyyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan 

rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam Fiqih Siyasah 

Maliyyah diantaranya, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau 

kekuasaan.
69

 

c) Siyasah Harbiyyah  

Siyasah Harbiyyah mengatur tentang kaida-kaidah peperangan dalam 

Islam, mengatur masalah mobilisasi umum dan hak-hak jaminan keamanan 

serta pelakuan dalam peperangan, mengatur perlakuan terhadap tawanan 

perang, ghanimah, harta peperangan, dan mengatur cara mengakhiri 

peperangan menuju perdamaian.
70

 

d) Siyasah Dauliyah  

Siyasah Dauliyah adalah hubungan internasional dalam Islam, didasarkan 

pada sumber-sumber normatif tertulis dalam sumber-sumber praktis yang 

pernah diterapkan umat islam dalam sejarah.
71

 

Pembagian ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga 

bagian pokok yaitu 

1. Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah), bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (tasri’iyah) oleh lembaga legislatif, 

peradilan (qada’iyah) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan 

(idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif. 
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2. Politik luar negeri (al-Siyasah al-kharijiyah), bagian ini mencakup 

hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non 

muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata 

Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara 

non muslim disebut dengan hubungan Internasional. 

3. Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah), permasalahan yang 

termasuk dalam Siyasah Maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan 

negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, 

kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
72

 

Dalam pembahasan skripsi ini Yang menjadi acuan penulis yakni Fiqih 

Siyasah Dusturiyah salah satu yang didalamnya membahas tentang persoalan 

imamah atau bisa disebut dengan pemimpin. Secara etimologi kepemimpinan 

diartikan sebagai berikut: 

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu 

didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin 

(imam). 

2. Setelah ditambah awalnya “Pe” menjadi “Pemimpin” berarti orang yang 

memengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga 

orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. 

Menurut P. Pigors menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses 

saling mendorong daya manusia dalam mengejar tujuan bersama. Pengertian 

Kepemimpinan Menurut Sutarto Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan 
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penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi 

tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
73

 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqih Siyasah yang membahas perundang-

undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam 

satu negara). Legislasi (bagaimana caraperumusan Undang-Undang), lembaga 

demokrasi dan shuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dan 

Siyāsah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-

hak warga negara yang wajib dilindungi.
74

 

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah 

jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan 

kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi 

sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan 

negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, 

aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian 

kekuasaan.
75
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Pada umumnya kajian Fiqih Siyasah dibagi menjadi empat macam: 

1. Konstitusi 

 Konstitusi merupakan perundang-undangan di suatu negara. Sumber dari 

konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, 

sumber konstitusi Islam ada empat, yaitu
76

: 

1) Al- Qur‟an, sebagai kitab suci yang merupakan hukum dasar tertinggi. 

2) As-Sunnah merupakan segala bentuk ucapan, perbuatan, dan penetapan 

yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. 

3) Qiyas adalah alat untuk menemukan hukum syariat yang baru dengan 

membandingkan atau mencari landasan hukum yang ada di al- Quran dan 

sunnah.  

4) Ijma‟ merupakan kesatuan pendapat atau persamaan pendapat para ulama 

besar dalam merumuskan hal baru sebagai hukum Islam yang didasarkan 

kepada al-Quran dan sunnah 

2. Legislasi  

Dalam kajian Fiqih Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga 

dengan al-Sulthah al-Tasyri’iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana Fiqih Siyasah, istilah al-

Sulthah al-Tasyri‟iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan 

atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.  

Al-Sulthah al-Tanfidiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan 
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oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah Saw dalam 

syariat Islam. Tugas al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan Undang- 

Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara 

(hubungan internasional).  

Kekuasaan lain seperti al-Sulthah al-qada'iyah kekuasaan yudikatif. 

Adapun tugas As–Sulthah al-qadhai'iyyah adalah mempertahankan hukum dan 

perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Unsur-

unsur legislasi dalam Fiqh Siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.  

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.  

c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.
77

 

3. Ummah 

 Kata ummah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan umat, 

merupakan suatu istilah yang tidak asing dalam masyarakat. kata ummah 

diambil dari kata amma-yaummu yang diartikan sebagai menuju, menumpu, 

dan meneladani. kata um yang dapat diartikan sebagai “ibu” dan imam yang 
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bermakna “pemimpin”. Kedua kata tersebut memiliki makna sebagai seorang 

teladan, tumpuan pandangan, dan harapan dari anggota masyarakat.
78

 

4. Shuro atau demokrasi 

  Menurut bahasa, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan 

memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, 

beberapa ulama terdahulu telah memberikan definisi syura, diantaranya Ibnu 

Al-Arabi Al-Maliki mendefinisikannya dengan berkumpul untuk meminta 

pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta syura saling 

mengeluarkan pendapat yang dimiliki.
79

 Sedangkan definisi syura yang 

diberikan oleh pakar Fiqih kontemporer di antaranya adalah proses menelusuri 

pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang 

mendekati kebenaran.
80

  

Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, dapat kita simpulkan 

syura sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan 

disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh 

para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat 

dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat 

terealisasikan.
81

 

3. Penegakan Hukum dalam Fiqih Siyasah 

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah 

bentuk jarimah ta’zir. Perjudian termasuk ke dalam jarimah ta’zir sebab setiap 
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orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan 

tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di ta’zir, baik perbuatan maksiat 

ini berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.
82

 

Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah 

hukumannya tidak ditentukan oleh syara. Tindak pidana yang masuk dalam 

jenis ini yaitu semua tindak pidana yang hukumannya berupa ta’zir.
83

 Hakim 

diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan 

macam tindak pidana ta’zir serta keadaan si pelaku.
84

 

Dalam jarimah ta’zir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan 

jumlah cambukan disesuaikan kondisi pelaku, situasi,dan tempat kejahatan.
85

. 

alat yang digunakan untuk hukuman cambuk ini adalah cambuk yang 

pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. 

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dengan alasan 

karena sebaik- baiknya perkara adalah pertengahan.
86

  

B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan 

penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang 
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memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai 

berikut : 

 

No. NAMA PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERDEDAAN 

JUDUL 

1. Murni emelda Peran polsek bengkinang 

dalam menertibkan 

perjudian berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian 

menurut Perspektif Fiqih 

Siyasah (Study kasus di 

Kelurahan Pasir Sialang 

Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar)”. 

Perbedaan dengan skripsi 

yang di tulis adalah 

peneliti terdahulu meneliti 

tentang perjudian umum 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 

1974. Sedangkan penulis 

meneliti tentang peran 

Kepolisian Kepulauan 

Meranti menurut Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 

2002 dalam 

menangguangi kasus 

perjudian online 

berdasarkan perspektif 

Fiqih Siyasah 

2. Nurlita dea aufa Peran Kepolisian dalam 

penanggulangan tindak 

pidana perjudian togel di 

Kabupaten bulelang 

perspektif hukum Islam 

Perbedaan dengan skripsi 

yang di tulis adalah 

peneliti terdahulu 

mengambil topic 

penelitian tentang 

perjudian togel sedangkan 

penuis mengambil topic 

penelitian tentang segala 

jenis perjudian dalam 

bentuk online 

3. Rizqi kurniadi 

nurdin 

Penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku judi online 

dalam perspektif hukum 

pidana positif dan hukum 

pidana Islam (Analisis 

putusan Nomor 483/pid. 

B2016PN.Lbp) di 

Pengadilan Negara Lubuk 

Pakam 

Perbedaan dengan skripsi 

yang di tulis adalah 

peneliti terdahulu meneliti 

tentang penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku 

judi online, serta 

perspektif yang di ambil 

adalah hukum positif 

sedangkan penulis 

meneliti dari Perspektif 

Fiqih Siyasahf 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni 

menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
87

 Pada penelitian 

ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara 

analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta pula tingkah laku 

yang konkret, yang diteliti serta dipelajari menjadi sesuatu yang utuh. 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

Efektivitas Hukum. Pendekatan Efektifitas Hukum adalah hal berlakunya hukum 

dalam masyarakat atau lembaga yang diamati melalui perilaku hukum. 

Pendekatan Efektivitas Hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan.
88

 

Dimana dengan melihat penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu peran 

Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian online. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini yang berlokasi di kota Selatpanjang Kepulauan Meranti. 

Pertibangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena 
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di daerah ini banyak terdapat perjudian online dan merupakan tempat tinggal 

penulis, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data dari informan dengan riil 

dan juga dari segi pembiayaan dan waktu. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Kepolisian Kepulauan Meranti khususnya 

divisi yang menangani kasus perjudian online, yakni divisi Kanit Tipidum 

Satreskrim. 

b. Objek penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah peran Kepolisian Kepulauan Meranti 

menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam menanggulangi kasus 

perjudian online berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah 

D. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif tidak mengunakan istiah populasi, tetapi oleh 

Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga 

elemen yaitu penelitian, dalam hal ini adalah : Polres Kepulauan Meranti, Kota 

Selatpanjang. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian 

yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. 
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Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu 

tentang situasi sosial tersebut. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : 1 

(satu) orang Bribka, PS.Kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, 
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1 (satu) orang Bribtu Kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan Meranti, 

dan  1 (satu) orang Bribtu kanit 1 TIPIDUM Satreskrim Polres Kepulauan 

Meranti. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian 

tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak 

diambil secara random. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku 

untuk kasus situasi sosial tersebut.
90

 

 

E. Sumber Data 

1. Data primer, yaitu data atau keterangan yang diproleh langsung sumbernya dari 

Kepolisian Kepulauan Meranti devisi memberantas penyakit masyarakat yang 

mengetahui adanya perjudian online. 

2. Data skunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti 

degan membaca dan mempelajari yaitu berupa buku-buku, jurnal, skripsi, 

Undang-Undang yang mendukung penelitian ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan 

tentang objek penelitian. 

2. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan 

responden yaitu Kepolisian Kepulauan Meranti devisi memberantas penyakit 

masyarakat. 
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G. Analisa Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori 

berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu 

dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang 

utuh tentang masalah yang diteliti. 

H. Metode Penulisan 

1. Deskriptif, yaitu mengambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan 

data yang diperoleh kemudian di analisa. 

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

3. Indukatif, yaitu metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak 

menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan 

kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari 

sekumpulan fakta peristiwa/pernyataan yang sifatnya umum. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Penanggulangan kasus perjudian online yang terjadi di Kepulauan Meranti 

sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan berbagai tindakan-

tindakan yaitu tindakan prefentif, represif dan pemberian hukuman / sanksi 

sebagaimana yang sudah penulis paparkan di Bab IV sebelumnya. Tindakan 

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini tidak lain adalah untuk penegakan 

hukum dan menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada didalam 

masyarakat, sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002. 

2. dalam pandangan Fiqih Siyasah tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak 

Kepolisian Kepulauan Meranti dalam menanggulangi perjudian yang dalam 

hal ini perjudian online sudah benar, karena lembaga yang berwenang sebagai 

aparatur negara dalam penegakan hukum adalah lembaga Kepolisian, 

kemudian tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini adalah dalam 

rangka mewujudkan Maqashid al-Syariah dalam Islam. Agar harta kita didapat 

dengan cara yang baik, dan dikelola dengan cara yang baik pula. Untuk itu 

peran Kepolisian dituntut dalam hal ini.  

B. Saran  

       Berdasarkan kesimpulan pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa: 

saran sebagai berikut 
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1. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti, hendaknya 

lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan judi 

online yang semakin membesar dalam beberapa tahun terakhir, namun saran 

ini bukan berarti ditujukan kepada  pihak Kepolisian karena tidak 

melakukan tugas dengan baik, akan tetapi menjadi evaluasi agar lebih 

gencar melakukan pengawasan dalam metode apapun. 

2. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti hendaknya 

dalam melakukan pengawasan, memperbanyak kerja sama dengan lembaga 

lain salah satunya seperti ahli IT/atau Intel menurut penulis, ahli IT/atau 

Intel dinilai sangat efektif dalam melakukan pengambilan data  yang 

diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan mengingat perjudian 

online juga menggunakan data berbasis computer, ekonologi dan jaringan. 

Hal ini juga mempermudah aparat penegak hukum untuk mengungkap 

kejahatan di sekitar dengan cepat. 

3. Bagi aparat penegak hukum, Kepolisian Kepulauan Meranti hendaknya 

melakukan pendekatan kepada masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 

sekitar khususnya pemuda dan untuk mengetahui seberapa tinggi 

penggunaan judi online di wilayah tersebut.  

4. Bagi masyarakat Kepulauan Meranti dapat menjadi sarana bantu penegakan 

hukum dengan mengawasi jalan nya peradilan, serta meningkatkan rasa 

kepercayaan terhadap aparat penegak hukum salah satunya Kepolisian agar 

terciptanya kehidupan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi bangsa dan 

negara. 
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PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana kasus judi online di Kepulauan Meranti? 

 

2. Siapa saja kalangan yang menggunakan aplikasi judi online ? 

 

3. Apakah pernah diakukan penertiban menggunakan judi onine di lokasi-

lokasi ramai seperti di kedai-kedai, atau disebuah tempat lainnya? 

 

4. Kira-kira apa sanksi yang akan diberikan kepada pengguna judi online ini? 

 

5. Jikalau ada penertiban, penertiban ini mengacu pada aturan nomor berapa? 

 

6. Setelah dilakukan penertiban apakah ada perubahan signifikan terhadap 

pengguna platform judi online? 

 

7. Seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dalam menangani 

kasus judi online yang marak terjadi dikalangan masyarakat? 

 

8. Apa kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan kasus judi 

online ini? 

 

9. Kepolisian bagaimana devisi yang menangani dan melakukan penertiban 

serta pengawasan terhadap kasus pengguna judi online? 

 

10. Devisi ini sudah lama terbentuk, atau setelah banyaknya kasus judi online 

baru terbentuk divisi tersebut? 

 

11. Kira-kira apa bentuk efektif yang Kepolisian lakukan untuk menangani 

kasus ini, apakah degan melakukan penertiban, penyuluhan keberbagai 

tempat atau bagaimana? 

 

12. Dalam menangani kasus judi online, apakah Kepolisian bekerja dengan 

sama dengan instansi lain? 

 

13. Apakah ada ditemukan kasus judi online di Kepulauan Meranti yang 

berdampak cukup besar bagi kepolisian Kepulauan Meranti. Cukup besar 

maksudya kasusnya apakah sampai kepengadilan? 

 

14. Kasus judi online terbanyak di tahun berapa. Apakah menurun dari tahun 

ketahun? 

 

15. Adakah kebijakan baru dari Kepolisian yang dianggap sebagai inovasi 

untuk menanggulangi kasus judi online di kota ini? 



  



  



  



  



 


